
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2021 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

1. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif 

cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 

16/BC/2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai 

Hasil Tembakau, 

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, 

meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, perlu 

melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif 

Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok 

Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dan Pasal 10 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok 

Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, perlu 

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil 

Tembakau, | 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor “76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

 



Menetapkan 

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 

Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, 

Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1384), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 

Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok 

Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL 

TEMBAKAU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud 

dengan: 

ia 

2. 

Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, 

halaman, dan lapangan yang merupakan bagian 

daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan 

barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang 

kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan 

Pabrik. 

Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari 

tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan 

cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan 

bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan 

dalam pembuatannya. 

 



Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun 

tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam 

pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, 

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, 

sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau 

sebagian menggunakan mesin. 

Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan 

yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan 

untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita 

cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. 

Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun 

tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam 

proses pembuatannya mulai dari pelintingan, 

pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, 

sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan 

mesin. 

Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat 

SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli 

maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang 

dalam proses pembuatannya mulai dari dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk 

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

tanpa menggunakan mesin. 

Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT 

adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan 

yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, 

pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, 
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sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan 

mesin. 

Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat 

SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan 

yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk 

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

tanpa menggunakan mesin. 

Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut 

KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur 

dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun 

tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. 

Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil 

tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun 

tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung 

demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, 

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 

Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB 

adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, 

daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara 

dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. 

Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil 

tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang 

dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. 

Rokok Elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, 

padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan 

daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau 

cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan 

selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti 

atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang 

disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan 
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penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara 

dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik 

kemudian dihisap. 

Rokok Elektrik Padat adalah rokok elektrik berbentuk 

padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau 

yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai 

dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen 

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk 

konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang 

dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat 

pemanas elektrik kemudian dihisap. 

Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah rokok elektrik 

berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun 

tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara 

lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera 

konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau 

bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan 

untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan 

eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan 

menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. 

Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah rokok 

elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan 

daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau 

cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan 

selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti 

atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang 

terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan 

dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang 

disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan 

penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan 

cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik 

khusus kemudian dihisap. 

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya 

disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari 

daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau 

Klobot, dan Tembakau Iris, dan Rokok Elektrik yang 
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dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi 

dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. 

Tembakau Molasses adalah HPTL yang berasal dari 

pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk 

sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi 

dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan 

pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, 

yang dipanaskan menggunakan shisha/hookah (pipa 

panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau 

alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara 

dihisap. 

Tembakau Hirup (Snuff Tobacco) adalah HPTL yang 

berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan 

dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan 

bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 

pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup. 

Tembakau Kunyah (Chewing Tobacco) adalah HPTL yang 

berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan 

dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan 

bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 

pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah. 

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan 

Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Khusus. 

Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang 

selanjutnya disebut Importir adalah orang yang 

memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau 

ke dalam daerah pabean. 
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33. 

34. 

Desain Kemasan Hasil Tembakau yang selanjutnya 

disebut Desain Kemasan adalah rancangan atau 

kerangka kemasan yang padanya tertera merek hasil 

tembakau, logo, jenis/ukuran huruf, angka, warna 

dominan, tata letak dan/atau kombinasinya, dalam 

rangka penetapan tarif cukai. 

Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek 

adalah huruf, angka, atau gabungan keduanya dengan 

cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan 

hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas 

hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai. 

Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai 

dasar penghitungan besarnya cukai. 

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah 

rentang Harga Jual Eceran per batang atau gram atas 

masing-masing jenis hasil tembakau berupa Sigaret, 

CRT, KLB, dan TIS produksi golongan Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri. 

Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi 

penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir. 

Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi 

yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan 

dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun 

takwim sebelum tahun anggaran berjalan. 

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusana 

pemerintahan di bidang keuangan. 

Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, 

standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi 

pelaksanaan di bidang cukai pada Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai. | 

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan 

 



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai. 

BAB II 

PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK 

HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CRT, KLB, DAN TIS 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Pasal 2 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam 

golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis 

dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan 

Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif 

cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS. 

Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 

berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk 

setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan 

pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor 

atau beberapa lokasi pengawasan Kantor. 

Dalam hal Pabrik hasil tembakau yang baru memiliki 

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), 

penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dimulai 

dari golongan yang paling bawah atau berdasarkan 

permohonan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 

Pasal 3 

Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik 

dilakukan dalam hal jumlah produksi hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) 

tahun takwim yang sedang berjalan atau 1 (satu) tahun 

takwim sebelumnya melebihi Batasan Jumlah Produksi 

Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau yang bersangkutan. | 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan 

permohonan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha 

 



(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dalam tahun takwim yang sedang berjalan sebelum 

melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang 

berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

yang bersangkutan. 

Atas permohonan penyesuaian kenaikan golongan 

Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor menerbitkan 

keputusan penyesuaian golongan dalam jangka waktu 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

permohonan diterima secara lengkap. 

Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim 

yang sedang berjalan atau 1 (satu) tahun takwim 

sebelumnya melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik 

yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau yang bersangkutan, Kepala Kantor dapat 

melakukan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau dengan menerbitkan keputusan 

penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 

Pasal 4 

Penyesuaian penurunan golongan Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau dilakukan dalam hal jumlah produksi 

hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dalam 1 (satu) tahun takwim kurang dari Batasan 

Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan 

permohonan penyesuaian penurunan golongan 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pada bulan Januari tahun 

takwim berikutnya paling lambat sebelum dokumen 

pemesanan pita cukai pertama kali diajukan. 

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala Kantor memberikan keputusan menerima 

atau menolak permohonan penyesuaian penurunan 
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(6) 

(1) 

(2) 
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2 TO 

golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dalam jangka 

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

permohonan diterima secara lengkap. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diterima, Kepala Kantor menerbitkan keputusan 

penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditolak, Kepala Kantor memberikan surat 

penolakan dengan disertai alasan penolakan. 

Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

hanya diberikan untuk 1 (satu) tingkat lebih rendah dari 

golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya. 

Pasal 5 

Permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), dibuat sesuai 

dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

dan Pasal 4 ayat (4), dibuat sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Salinan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), ditujukan kepada: 

a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, 

b. Direktur: dan 

c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang 

menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau. 
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BAB III 

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN 

Pasal 6 

Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan 

menggunakan jumlah dalam rupiah, untuk setiap: 

a. satuan batang atas hasil tembakau berupa Sigaret, 

CRT, dan KLB, 

b. satuan gram atas hasil tembakau berupa TIS dan 

HPTL, 

C. satuan gram atas padatan tembakau yang terdapat di 

dalam batang atau kapsul atas hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik Padat, 

d. satuan mililiter atas hasil tembakau berupa Rokok 

Elektrik Cair Sistem Terbuka, dan 

e. satuan mililiter atas cairan yang terdapat di dalam 

cartridge atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik 

Cair Sistem Tertutup. 

Satuan gram atas padatan tembakau yang terdapat di 

dalam batang atau kapsul atas hasil tembakau berupa 

Rokok Elektrik Padat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dan satuan mililiter atas hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dibulatkan ke atas dalam 

satuan sepersepuluh. 

Besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

atas hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS 

didasarkan pada: 

a. jenis hasil tembakau, 

b. golongan pengusaha hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan 

c. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram 

yang ditetapkan oleh Menteri, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang 

mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa 

Sigaret, CRT, KLB, dan TIS. 
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Besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL 

didasarkan pada rincian jenis Rokok Elektrik dan HPTL 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang 

mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa 

Rokok Elektrik dan HPTL. 

Pasal 7 

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan 

tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil 

tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS dari 

masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS, ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai 

hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS. 

Pengklasifikasian tarif cukai per batang atau gram 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan: 

a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan 

tarif cukai yang masih berlaku, 

b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil 

tembakau Merek baru: atau 

c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan 

berdasarkan: 

1. pemberitahuan dari Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau, atau 

2. hasil penelitian atas pemantauan Harga 

Transaksi Pasar. 

Tarif cukai hasil tembakau dan batasan Harga Jual 

Eceran minimum per satuan hasil tembakau untuk 

setiap jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan 

HPTL, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai 

tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan 

HPTL. 
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Pasal 8 

(1) Tarif cukai dan batasan Harga Jual Eceran terendah per 

batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau 

berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS yang diimpor sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur. dalam Peraturan 

Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil 

tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS. 

(2) Tarif cukai dan batasan Harga Jual Eceran terendah per 

satuan hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang diimpor sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil 

tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL. 

Pasal 9 

Harga Jual Eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge 

untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor 

ditetapkan sama dengan Harga Jual Eceran per batang, 

gram, mililiter, atau cartridge untuk setiap jenis hasil 

tembakau dari jenis dan Merek yang sama yang ditujukan 

untuk pemasaran di dalam negeri. 

Pasal 10 

Harga Jual Eceran per kemasan penjualan eceran harus 

dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp. 25,00 (dua puluh lima 

rupiah). 

BAB IV 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Pasal 11 

(1) Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif 

cukai hasil tembakau atas suatu Merek dalam rangka 

menjalankan: 

a. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif 

cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan 

TIS, dan 
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b. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif 

cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan 

HPTL, 

yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan 

perlindungan kepemilikan atas suatu Merek. 

Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek 

baru, dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

akan memproduksi atau Importir akan mengimpor 

hasil tembakau: 

b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif 

cukai hasil tembakau, atau Harga Jawa Eceran: atau 

Cc. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam 

rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai 

hasil tembakau. 

Pasal 12 

Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau 

dengan Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (2) huruf a atau mengubah Desain Kemasan 

penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan 

tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 

Importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan 

tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dari Kepala 

Kantor. 

Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga 

terhadap hasil tembakau: 

a. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium: 

atau 

b. yang digunakan untuk tujuan ekspor. 

Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau atau Importir sesuai dengan 
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contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan: 

a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil 

tembakau, 

b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai 

dengan contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, 

C. surat pernyataan di atas materai yang cukup dengan 

menyatakan: 

1. Merek yang dimohonkan penetapan tarif 

cukainya tidak memiliki kesamaan dengan 

Merek hasil tembakau lainnya yang telah 

terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik 

atau Importir lainnya dan tercatat pada 

administrasi Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, 

2. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan 

tarif 'cukainya tidak menyerupai Desain 

Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan 

oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 

Importir lainnya, dan 

3. telah memenuhi syarat sesuai peraturan 

perundang-undangan di bidang kesehatan 

termasuk di dalamnya pencantuman peringatan 

kesehatan dan informasi kesehatan, 

sesuai dengan contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 

Jenderal ini, dan 

d. surat lisensi dari pemilik Merek atau surat 

perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau 

Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, 

distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang 
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akan diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris, 

untuk Merek jenis Rokok Elektrik dan HPTL asal 

impor. 

Terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL untuk Merek 

baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau atau Importir harus melampirkan 

surat pernyataan di atas materai yang cukup, dengan 

menyatakan produk Rokok Elektrik atau HPTL yang 

diproduksi atau diimpor tidak mengandung zat narkotika 

dan psikotropika, dibuat sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI “yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Terhadap permohonan penetapan tarif cukai untuk 

Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas 

hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok 

Elektrik Cair Sistem Tertutup, Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau atau Importir harus melampirkan hasil 

pengujian mengenai berat atau volume yang terkandung 

di dalam Rokok Elektrik dari laboratorium Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang 

telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi 

Nasional (KAN). 

Perubahan peringatan kesehatan dan informasi 

kesehatan karena ketentuan peraturan perundang- 

undangan, tidak termasuk dalam perubahan Desain 

Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), terhadap permohonan penetapan tarif 

cukai hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf c angka 1 dan angka 2 untuk 

Importir hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL 

yang telah memiliki surat lisensi dari pemilik Merek atau 

surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau 

Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, 
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distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang 

akan diimpor yang telah ditandasahkan oleh notaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d. 

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf c angka 3 untuk Pengusaha Pabrik 

dan/atau Importir hasil tembakau berupa Rokok Elektrik 

dan HPTL. 

Pasal 13 

Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus 

memenuhi ketentuan: 

a. Harga Jual Eceran per batang atau gram yang diajukan 

dalam permohonan tersebut tidak boleh lebih rendah dari 

Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil 

tembakau untuk jenis hasil tembakau yang sama yang 

dimiliki oleh Pabrik/Importir yang sama, baik yang 

berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau 

beberapa lokasi pengawasan Kantor. 

b. Merek yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana 

di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, dan 

c. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan 

tarif cukainya harus memenuhi persyaratan kemasan 

barang kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai 

perdagangan barang kena cukai. 

d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a untuk permohonan penetapan tarif cukai 

hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL. 

Pasal 14 

(1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan tidak berlaku, 
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apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang 

bersangkutan tidak pernah merealisasikan: 

a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan 

dokumen pemesanan pita cukai, atau 

b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan 

dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena 

cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik 

hasil tembakau untuk tujuan ekspor. 

Terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk 

Merek atau Desain Kemasan yang dinyatakan tidak 

berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

digunakan kembali dengan mengajukan permohonan 

mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk 

Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang 

bersangkutan atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir lainnya. 

Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: 

a. tarif cukai hasil tembakau atas Merek baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak 

boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau 

atas Merek yang pernah berlaku: 

b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang- 

kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang 

pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari 

Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan 

masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang 

sama dalam satuan batang atau gram sebagaimana 

yang tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, dan 

c. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan 

berturut-turut sejak dokumen: 

1. pemesanan pita cukai terakhir, atau 
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2. pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai 

yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil 

tembakau untuk tujuan ekspor terakhir. 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang 

akan mempergunakan kembali Merek atau Desain 

Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain 

mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau untuk Merek baru juga harus melampirkan 

bukti berupa: 

a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir 

atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang 

kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari 

Pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor 

terakhir: 

b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau yang terakhir, atau 

c. fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat 

perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau 

Desain Kemasan yang telah ditandasahkan oleh 

notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, 

distributor, atau Importir tunggal dari 

pemegang Merek yang akan diimpor, yang 

ditandasahkan oleh Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau, dalam hal Merek yang akan digunakan 

kembali sebelumnya merupakan Merek milik 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

lainnya. 

Dikecualikan dari dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a dan huruf b untuk hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik dan HPTL. | 

Pasal 15 

Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau atas 

Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, 

tanpa melakukan perubahan Desain Kemasan penjualan 

eceran atas Merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik 
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hasil tembakau atau Importir harus mendapatkan 

penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari 

Kepala Kantor. 

Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

berdasarkan: 

a. permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 

Importir, atau 

b. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi 

Pasar. 

Permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat 

dalam rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Terhadap masing-masing permohonan penyesuaian tarif 

cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), dilampiri dengan daftar Merek yang dimohonkan 

penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 16 

Dalam rangka perubahan kebijakan tarif cukai hasil 

tembakau yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Kantor 

menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau. 

Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 

Kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik 

hasil tembakau atau Importir. 
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BAB V 

KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF 

CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Pasal 17 

Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap 

permohonan: 

a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek 

baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan 

eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif 

cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (3), atau 

b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

huruf a. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Kepala Kantor terhadap 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 

hal permohonan: 

a. disetujui, Kepala Kantor menerbitkan keputusan 

penetapan tarif cukai hasil tembakau, atau 

b. ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan 

dengan disertai alasan penolakan. 

Kepala Kantor harus menerbitkan keputusan menyetujui 

atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan 

secara lengkap. 

Pasal 18 

Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai 

hasil tembakau terhadap: 

a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru 

atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, 

penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b: 

dan/atau 
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penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, 

untuk masing-masing Merek hasil tembakau. 

(1) 

(2) 

(S) 

Pasal 19 

Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk 

Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf a dibuat sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil 

tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf b dibuat sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Keputusan penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c 

dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Salinan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3), ditujukan kepada: 

a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, 

b. Direktur: dan 

c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang 

menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil 

tembakau. 

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor 

mengirimkan salinan keputusan penetapan tarif cukai 

hasil tembakau kepada Direktur dan Kepala Kantor 

Wilayah. 
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Pasal 20 

Kepala Kantor menolak permohonan penetapan tarif 

cukai hasil tembakau atas suatu Merek, dalam hal: 

a. ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang 

mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau tidak 

dipenuhi, 

b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 

Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, Peraturan Direktur 

Jenderal ini tidak dipenuhi, 

c. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan 

yang sama dengan Merek yang dimiliki Pengusaha 

Pabrik atau Importir lain yang telah terdaftar di 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

d. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan 

Desain Kemasan yang dimiliki Pengusaha Pabrik atau 

Importir lain yang telah terdaftar di Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, atau 

e. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan 

tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan 

barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai 

perdagangan barang kena cukai. 

Desain Kemasan yang dianggap menyerupai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) huruf d apabila memiliki 

kesamaan atas: 

a. tata letak, jenis, dan/atau ukuran huruf, dan 

b. minimal 2 (dua) unsur lain dalam Desain Kemasan. 

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c dan 

huruf d untuk pengajuan penetapan tarif cukai jenis 

Rokok Elektrik dan HPTL asal impor yang memiliki surat 

lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian 

persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan 

atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau 

Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang 

telah ditandasahkan oleh notaris. 
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Pasal 21 

(1) Keputusan penetapan tarif yang telah diberikan oleh 

Kepala Kantor dapat dicabut dalam hal: 

a. Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan 

permohonan pencabutan keputusan penetapan tarif, 

telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau 

hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, 

dalam hal: 

1, Desain Kemasan menyerupai Desain Kemasan 

milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau 

Importir lainnya yang telah terlebih dahulu 

dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir lainnya dan tercatat pada 

administrasi Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai: ) 

Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang 

sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu 

dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir lainnya dan tercatat pada 

administrasi Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, atau 

hasil pengawasan di lapangan ditemukan 

kemasan hasil tembakau tidak sesuai 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri yang mengatur mengenai perdagangan 

barang kena cukai. 

(2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana. dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan keputusan 

pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sesuai 

dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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Pasal 22 

Merek yang telah dicabut dapat digunakan kembali oleh 

Pengusaha Pabrik atau Importir, dengan ketentuan: 

a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan 

berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir, 

b. tarif cukai hasil tembakau atas Merek tersebut tidak 

boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau 

yang pernah berlaku untuk jenis hasil tembakau 

yang sama, dan 

Cc. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang- 

kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang 

pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari 

Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan 

masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang 

sama. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, terhadap pencabutan penetapan 

tarif cukai hasil tembakau karena adanya hubungan 

keterkaitan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai hubungan keterkaitan. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik dan HPTL. 

BAB V 

PEMANTAUAN HARGA TRANSAKSI PASAR 

HASIL TEMBAKAU 

Pasal 23 

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga 

Transaksi Pasar: 

a. untuk hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, 

dan TIS setiap bulan Maret dan September, dan 

b. untuk hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan 

HPTL setiap bulan Juni, 

di wilayah kerja Kantor seluruh Indonesia. 

 



(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga 

Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil 

tembakau. 

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Direktur. | 

Direktur melakukan penelitian atas hasil pemantauan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan metodologi 

penelitian hasil pemantauan Harga Transaksi Pasar. 

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dan setelah dihitung per batang atau gram untuk 

suatu Merek ditemukan: 

a. Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan 

Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di 

atasnya, atau 

b. Harga Transaksi Pasar kurang dari 85Yo (delapan 

puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang 

tercantum dalam pita cukai hasil tembakau, 

Direktur memberitahukan hasil penelitian tersebut 

kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

melalui Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan 

penetapan tarif atas Merek yang bersangkutan. 

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dapat 

mengajukan sanggahan atas hasil penelitian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling 

lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat 

pemberitahuan dari Kepala Kantor. 

Dalam hal atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a, Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

atau Importir dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) tidak memberikan sanggahan 

atau tidak mengajukan permohonan penyesuaian tarif 

cukai hasil tembakau, Kepala Kantor melakukan 

penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. 

Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah 

disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana 

 



(9) 

(1) 

2 Du 

dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan Harga 

Transaksi Pasar kurang dari 85Y6 (delapan puluh lima 

persen) dari Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor yang menerbitkan 

keputusan penetapan tarif atas Merek yang melanggar, 

melakukan penyesuaian profil Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau atau Importir. | 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) untuk hasil 

tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: 

a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai, 

dengan ketentuan: 

1. untuk hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, 

KLB, dan TIS: ) 
a) penetapan kembali dilakukan dengan 

memperhatikan tarif cukai yang masih 

berlaku untuk jenis hasil tembakau, 

golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, 

dan batasan Harga Jual Eceran minimum, 

yang telah ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau, 

b) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai 

tarif cukai hasil tembakau berupa Sigaret, 

CRT, KLB, dan TIS, dan 

c) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali 

tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga 

Jual Eceran per Batang atau Gram yang 
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masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah 

dari Batasan Harga Jual Eceran minimum 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri yang 

mengatur mengenai tarif cukai hasil 

tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan 

TIS, atau 

2. untuk hasil tembakau berupa HPTL: 

a) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif 

cukai atas Merek HPTL berupa Tembakau 

Molasses, Tembakau Hirup (Snuff Tobacco), 

dan Tembakau Kunyah (Chewing Tobacco) 

sebagaimana diatur Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, 

b) penetapan kembali tarif cukai dilakukan 

dengan memperhatikan rincian jenis HPTL 

sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai 

hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan 

HPTEs 

c) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai 

tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok 

Elektrik dan HPTL, dan 

d) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali 

tidak boleh lebih rendah dari batasan Harga 

Jual Eceran minimum sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa 

Rokok Elektrik dan HPTL. 

Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir 

HPTL berupa ekstrak dan esens tembakau 

sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau, mengajukan permohonan 
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penetapan tarif cukai untuk Merek baru, dengan 

ketentuan: 

1. permohonan penetapan tarif cukai untuk Merek 

baru diajukan dengan memperhatikan rincian 

jenis Rokok Elektrik sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai 

tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok 

Elektrik dan HPTL: 

2. tarif cukai yang diajukan dalam permohonan 

sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai 

tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok 

Elektrik dan HPTL, dan 

3. Harga Jual Eceran yang diajukan dalam 

permohonan tidak boleh lebih rendah dari 

batasan Harga Jual Eceran minimum 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

yang mengatur mengenai tarif cukai hasil 

tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL. 

(2) Penetapan kembali tarif cukai dan penetapan tarif cukai 

untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2020 

tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 



2 BO 

Pasal 26 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

     

    
     

Maan 

TENDER an DEPO, 
judw-Adrijanto 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal, 20 Desember 2021 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI
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LAMPIRAN I 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2021 
TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Meat “3 ea Oibeersoresunsese (@unan man (B).... 

Hal : Permohonan Penyesuaian Golongan 

Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Pane (Owen 

Jabatan KA ea AN (ae 

Alamat BI Keueemmenmaran samemuNa ma (SO) oem 

Kuasa/ Pemilik dari: 

Nama Pabrik/Importir”) | pevvewenawewennsnasn (Inova 

Nomor NPPBKC aan (LO). soo w0wawasasa 

Nomor NPWP | me ennan (Ll )eiwsevewnewewsnsa 

Nomor PKP | oo was (ID se wna 

Alamat Pabrik/1Importir") Nusa (2) wan 

dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau 

dari Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan 

Sian (16)........ 

Dengan alasan: 

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor... (LI) eomioanesememwemune 

2. Berdasarkan data pemesanan pita cukai bulan Januari sampai dengan bulan ...... (18). 

tahun ...... (JL.coow , perusahaan kami memproduksi hasil tembakau jenis ...... (LA 

dengan total produksi sebanyak ...... (20)...... 

OI, mean ee kamsawassssn (21) secevesacesenaana 

Demikian untuk dimaklumi. 

  

Meterai. | siswa 2m 

      

“) pilih yang diperlukan 

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18) : 

Nomor (19) : 

1 BD ma 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi wnama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor -yang mengawasi 

pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

: Diisi jabatan pemohon. 

: Diisi alamat lengkap pemohon. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik 

hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, 

misalnya: II. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, 

misalnya: I. 

: Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau 

berupa rokok elektrik dan HPTL, Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau 

Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. 

Untuk hasil tembakau beruka sigaret, cerutu, rokok daun atau 

klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa 

Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris. 

Diisi bulan, misalnya: September. 

Diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2020. 

 



Nomor (20) 

Nomor (21) 

Nomor (24) 

Nomor (25) 

- 33 - 

: Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan 

pemesanan pita cukai, misalnya: 2.000.005.000 batang. 

: Diisi keterangan tambahan apabila diperlukan. 

: Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau bila ada. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

Naa an 
     

Wahjudi-Adfijanto
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2021 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ........ Dls 

NOMOR sasesaeswes (Of ervewemennga 

TENTANG 

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU 

ATAS. NAMA. sosevimeseses P3) om aanaar 

KEPALA KANTOR oo. PN dermis 5 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Baba (Mu, perlu menetapkan Keputusan Kepala 

Kantor ..... Ng tentang penyesuaian golongan Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau atas nama ............ P3 om seemaran 

NEPPRO asas (Ohm Oi rara (Oh. masa : 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755), 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............ (Jero : 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

NOOf' seni (Ban : 

Oi Baya (Ou memasan j 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ..... (Ea TENTANG 

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL 

TEMBAKAU ATAS NAMA .......... (Bp... DI senananaaan (6) .s.coc.ooc.. 

 



PERTAMA 

KEDUA 

s S5 

Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha 

Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis 

segnapan (10) Golongan ...ooo(ll)-x menjadi Pengusaha 

Pabrik Hasil Tembakau Golongan ........ (ND) cowewaa , kepada: 

Nama Pengusaha Pabrik 3 mamang (3). oosnaba 

Alamat Pengusaha Pabrik | mein (Esa 

Nama Pabrik | ea Masa 

NPPBKC Gwammawar MA Li 

NPWP Dnntama (AS) enno... 
Nomor PKP 1 s2. (LO) aa 

Alamat Pabrik Eros KE ran 

Keputusan Kepala Kantor ...... (1).... ini mulai berlaku pada 

dawai (18)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ....(l).... ini disampaikan 

Kepada: 

Tap sepoggenganawan Ge oooeomemmangmaga 

LD.» esnnmasuaa (1 Ojamaan 

Asli Keputusan Kepala Kantor ......... Uus ini disampaikan 

kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Ditetapkan di............ (2) aoroeewa 

pada tanggal ............ Dan 

KEPALA KANTOR ........ (Da. , 

Pn (2D ega 

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18) 

Nomor (19) 

2 Ain 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, 

misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Cukai Malang. 

: Diisi nomor keputusan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau. 

: Diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil 

Tembakau, misalnya: Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau. 

: Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar 

hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil 

Tembakau, misalnya: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 

: Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang 

menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik 

hasil Tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara 

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi nomor surat permohonan, dalam hal terdapat surat 

permohonan. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, 

misalnya: II. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, 

misalnya: I. 

: Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau. 

: Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik 

hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau. 

: Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 

ditetapkan. 

: Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 

 



Nomor (20) 

Nomor (21) : 

Nomor (22) 

Nomor (23) : 

23 

2. Kepala Kantor Wilayah 

: Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan. 

: Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani 
  

keputusan. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2021 
TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

  

Nomor oo meweewemenen (ljimomeeramanne: meses 

Hal Permohonan Penetapan Tarif Cukai 

Hasil Tembakau Untuk Merek Baru 

Atas Nama............ (Ogan 

Piibnn0rnnern ana Ojaseeaa 

Yth. Kepala Kantor ....... (6)......... 

OIL pevsnvnserssavemansmesao (Ppanaaaaaa 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama. OX mean (Ore 

Jabatan. 5 ea (Os 

Alamat 05 nnnnnannanannneenenaaaaaaaan (LO as 

Kuasa/ Pemilik dari: 

Nama Pabrik/Importir") —— Loco. Kis 

Nomor NPPBKC ————————— ? sereeeeeenennenntenanenanaaaan (LI) eaaas 

Nomor NPWP? anananananennanennnnnananaanan (12) oo anak 

Nomor PKP 5 mewowssereeecereseee (43)nnnannnnanaaan 

Alamat Pabrik/Importir”) — :— secoomntaaaaaan (dp. com 

.....y 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk 

Merek Baru dengan rincian sebagai berikut : 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

No Rincian 

1. Tarif cukai... (LS) eos 

Merek” Isl oo seeweeon (Loka 

JenisHT 000000 IE nnanannannannannaanaa (LT Ponaaamanananannaaan 

Golongan Pengusaha Pabrik (:|—— sanecncacnnnnnnan (LG) soovevemussawneg 

Is Kemasan Io sennnnnnnnennnn (19 Jaena 

Berat/volume (per kemasan) | | saacenannannntannaan (DO ea 

HJE (perkemasan) IT: anannannnanaanaaaaan (21). oo. Wacana 

HJE (per batang, gram, mililiter, atau |: | Le. (22 jacerswwesan 

cartridge) 

Bahan Kemasan Tibo nnnnnnnnaaa (23) ee 

Tujuan Pemasaran / Asal” | | arena (DA asessaana 

Tampilan kemasan : 

e Ssidepan Jail oo sewa (25) sea 

e Sisibelakang |: nannanannnannanaan (26)... WK. 
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e Sisikiri Tio nana (PT) nana nnnnnannanaan 

e Sisikanan It) ceswwewomenssss (26). 

e Sisiatas Tibo nagnnnnnnanganaan (29) an. m nan nanan 

e Ssibawah ISI oo sman (SO) es 

2. Tarif cukai........ (LS)... 

Merek 00000000 Ig) memeamenuean (LO) eneeomswmsnan 

JemsHT ISI oo Keweani (17) maa 

Golongan Pengusaha Pabrik |:|——— sacccoocoocnanannnaaan (OLS) eamsnte mai tadi saia 

Iss Kemasan Iso anono0enoenenanannnann (V9 Jasewennswemmessaa 

Berat/volume (per kemasan) (:|——— seecananakannannan (20) sexs 

HJE (perkemasan) TI: aan canetenatanannaann (Dus 

HJE (per batang, gram, mililiter, atau |: | oo (22 menrvonsenerenusa 

cartridge) 

Bahan Kemasan |: anna (23 )esavsewn 

Tujuan Pemasaran /Asal OI: oo... DA 
Tampilan kemasan : 

s Sisidepan II cewe (20) ons 

e Sisibelakang |: |osacanetanntennnnnan BOf ia 

e Sisikti  ———————————————— Jalo—— sewwvesee (DI) mewwensmmwenamnann 

e Sisikanan lil nananannnannnnaan (20) 

e Sisiatas Isl nannntanannanannan (DO ken osmenssnuss 

: Ssibawah. III oo ma (SO) maa 

Lampiran permohonan ini meliputi : 

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan 

2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku 

3. Surat Pernyataan 

As sena (Siji 

Demikian untuk dimaklumi. 

Pemohon, 

Materai  |...... (82)...... 

sean (33jiasssa 

“) pilih yang diperlukan 

  

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) : 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18) 

Nomor (19) 

2 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi wnama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir, 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi 

pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

: Diisi jabatan pemohon. 

: Diisi alamat lengkap pemohon. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik 

hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau 

mililiter, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 

600 / mililiter 

: Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau 

untuk pemeriksaan laboratorium diisi “untuk pemeriksaan 

laboratorium”. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, 

CRT, KLB, dan TIS. Tidak perlu diisi untuk importir dan 

pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan 

HPTL. Misalnya: I, II, III, Tanpa Golongan. 

: Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau cartridge dalam 

setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 

mililiter, atau 2 cartridge. 

 



Nomor (20) : 

Nomor (21) : 

Nomor (22) : 

Nomor (23) : 

Nomor (24) : 

Nomor (25) 

Nomor (26) 

Nomor (27) : 

Nomor (28) : 

se & 

Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang 

atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat 

dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas 

dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup, misalnya: 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi 

kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 

0,3 gram), 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter 

(apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter). 

Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400. 

Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, 

misalnya: Rp 1.700/batang. 

Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas. 

Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, 

atau impor (khusus Importir). 

: Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya: 

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN. 

- pada bagian tengah terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam. 

- pada bagian bawah terdapat tulisan “SIGARET KRETEK 

MESIN” warna hitam. 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya: 

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN 

- pada bagian tengah terdapat gambar “LOGO PABRIK” warna 

emas. 

- pada bagian tengah terdapat tulisan “CAMPURAN TEMBAKAU 

MATANG .... dst” warna hitam. 

- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN. 

- dan seterusnya. 

Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya: 

- terdapat tulisan “PR. SEMUT-MALANG” warna hitam. 

- dan seterusnya. 

Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya: 

- terdapat kode barcode 

 



Nomor (29) 

Nomor (30) 

Nomor (31) 

Nomor (32) 

Nomor (33) : 

s5 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya: 

- terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya: 

- terdapat tulisan “12” warna hitam 

- dan seterusnya. 

: Diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau berkas lainnya. 

: Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

Diisi nama lengkap pemohon. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
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Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

sn « 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir, 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nomor urut. 

: Diisi nama merek hasil tembakau. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT. 

: Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 5.400. 

: Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau cartridge dalam 

setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 

cartridge. 

: Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang 

atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat 

dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas 

dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup, misalnya: 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dengan isi 

kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 

0,3 gram), 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter 

(apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter). 

: Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 

2597/WBC.11/KPP.MC.10/2021. 

: Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021. 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau 

mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang 

terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 

110/batang. 

: Diisi keterangan lain yang diperlukan. 

: Diisi wnama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahuan). 

 



- 45 - 

Nomor (15): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

Nomor (16) : Diisi nama lengkap pemohon. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

        

WahjudfAdrijanto
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LAMPIRAN V 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
CUKAI NOMOR PER-16/BC/2021 

BEA DAN 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL 
TEMBAKAU 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama 3 | elaekaaneeaa (Does 

Jabatan | apa (Rhesa 

Alamat | pemesan (3) anna 

Kuasa/Pemilik dari: 

Nama Pabnk/hoporti) $$ .oooooooomoooooocooWo. Mm... 

Nomor NPPBKC Isma DJ omamaneian 

Nomor NPWP Pee Measamasa (6) mono oma anna 

Nomor PKP HI keoeeewmsewemanmansm (Dome 

Alamat | Ke (Bj eseeesua 

Pabrik/Importir”) 

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan 

hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan pemanen 

tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama .......... Pa oma nomor 

Pai (9)......... tanggal ..........(10)......... yang kami ajukan kepada Kepala 

KATitOt La (Lisan , adalah 

a. merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan 

tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah 

terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan 

tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 

b. desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai 

desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu 

dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada 

administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: atau 

Cc. merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah 

memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 

kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan 

informasi kesehatan. 

 



7 - 

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa 

Jati an bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif 

Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai........... 12). 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan 

permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru. 

Yang Membuat 

Pernyataan, 
  

Materai 

      

“) pilih yang diperlukan 

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

( Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) : 

Nomor (14) 

KT 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. 

: Diisi jabatan yang membuat pernyataan. 

: Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik 

hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau. 

Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

: Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

 



& Au 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 

CUKAI NOMOR PER-16/BC/2021 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI 

TEMBAKAU 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama an (LD) swesee 

Jabatan 1 Sewa (EN eresmsaerwaanyss 

Alamat | ankamnabanmammewawena (Bp onnanananannananananan 

Kuasa/Pemilik dari: 

Nama Pabrik/Iraportf”) | cccocoomoooccsa (kesan 

Nomor NPPBKC | asn (BY pewemenesmuwwumna 

Nomor NPWP Mamasa ME ses emesassnyun unnes 

Nomor PKP DA kngamnaaaan krama (Donna enamkantam 
Alamat | nan (OS) mmc 

Pabrik/Importir”) 

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa produk Rokok 

Elektrik/Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya”) sebagaimana dimaksud dalam 

surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas 

KBANA rinawiiman (Af mes NORIOT | knntenasi IA kensana tanggal .......... Oa yang 

kami ajukan kepada Kepala Kantor .......... (ll Jeweesanes , tidak mengandung zat 

narkotika dan psikotropika. 

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa 

OST semasa (Aas bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif 

Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai........... (12)... 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan 

permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru. 

Yang Membuat 

Pernyataan, 

Materai 

“) pilih yang diperlukan 

HASIL 

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) : 

Nomor (11) : 

Nomor (12) : 

Nomor (13) : 

Nomor (14): 

- BO « 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. 

: Diisi jabatan yang membuat pernyataan. 

: Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir: 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik 

hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor surat permohonan. 

Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau. 

Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2021 
TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

Nomor S— aaninoneakakaaan (lfoonnessawansnemen: BETA (2) 2 naa (Bjasaas 

Hal : Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif 

Cukai Hasil Tembakau 

  

Atas Nama ........... (iensosovesonswaane 

Di saeesasnisan (Soon 

Yth. Kepala Kantor ............. (Olansaa 

Gl daa (ses 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama II Admmuahawemeauamansa (Bpom nota ena 

Jabatan | ms0taaememeregnai uncomeneweepemaua | 

Alamat Teams (LO eomma 

Kuasa/ Pemilik dari: 

Nama Pabrik/Importir") Tn (fan 

Nomor NPPBKC T aa (1 Tunas 

Nomor NPWP masa (2) sasa 

Nomor PKP Al kenn ana eanen ea maan amananaa 3) eneng 

Alamat Pabrik/Importir") El eeeemomamemsaneen (1). mnc nannnnananannananan 

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang 

sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk 

diberlakukan pada ...... (LS) awan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini. 

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam ..... (16)..... 

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana 

mestinya. 

Pemohon, 

  

Meterai |...... (1 7jissaw 

      

“) pilih yang diperlukan 

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) : 

Nomor (11) : 

Nomor (12) : 

Nomor (13) : 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (18) : 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi wnama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi 

pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 

: Diisi jabatan pemohon. 

Diisi alamat lengkap pemohon. 

Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik 

hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai 

yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, 

misalnya: Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

Diisi nama lengkap pemohon. 
  

Salinan sesuai dengan aslinya DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

  
-ttd- 

ASKOLANI
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Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) : 

Nomor (11) : 

Nomor (12) : 
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PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nomor urut. 

: Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam 

Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Cair 

Sistem Tertutup. 

: Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau cartridge dalam 

setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 

cartridge. 

: Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang 

atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat 

dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas 

dalam satuan sepersepuluh), dalam hal jenis hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup, misalnya: i 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi 

kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 

0,3 gram), 

- untuk Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi 

kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per 

cartridgenya 1,2 mililiter). 

: Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir 

yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya:  KEP- 

2599/WBC.11/KPP.MC.10/2021. 

: Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir 

yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021. 

Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan 

untuk importir atau pengusahan pabrik hasil tembakau berupa 

Rokok Elektrik dan HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki 

dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600. 

Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge 

berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang. 

 



Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

Nomor (19) 

Nomor (20) 

Nomor (21) 

Nomor (22) 

2.55 & 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, 

atau mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai 

yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), 

misalnya: Rp 100/batang. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) 

dan untuk importir atau perrgusaha pabrik rokok elektrik atau 

HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

: Diisi harga jual eceran per kemasan yang 

dimohonkan 

disesuaikan, misalnya: Rp 9.750. 

: Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge 

yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang. 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau 

mililiter yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 

100/batang. 

: Diisi wnama kota/kabupaten tempat pembuatan surat 

permohonan. 

: Diisi tanggal pembuatan surat permohonan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil 

tembakau atau importir bila ada. 

: Diisi nama lengkap pemohon. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

U-b. 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN DIREKTUR - JENDERAL BEA DAN 
CUKAI NOMOR PER-16/BC/2021 
TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL 
TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ........ Pan 

NOMOE kaan (21 MAAN NNAN 

TENTANG 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU 

ATAS NAMA.ovowowewexcesana (Bp nnnnnananaan 

KEPALA KANTOR coco. Paman , 

Menimbang : a. bahwa ..... (3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 

singa (4).... tanggal .....(5).... untuk memperoleh penetapan tarif 

cukai hasil tembakau untuk merek baru, | 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (6)...., perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Kantor.....(l).... tentang Penetapan Tarif 

Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama ...... (loan 

NPPBKC sasa (7 Yerea DI remi Basa $ 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4755), 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............. (Oa : 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (asas 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(l).... TENTANG PENETAPAN 

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS 
NAMA ....(3).... DI ....(8).... 

 



s5 

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada: 

Nama Pengusaha Pabrik/Importir”) Po eps Kuseyas (LO)coos 

Alamat Pengusaha Pabrik/Importir”) : soo GI henanusess 

Nama Pabrik/Importir”) P mndmaya (desak 

Nomor NPPBKC Po aa (luasan 

Nomor NPWP Lo meweowa (19) cm 

Nomor PKP | oa (LA wo msa 

Alamat Pabrik/Importir") oo segosogoag LE esensi 

dengan rincian sebagai berikut : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Tarif cukai.......... (16)...... s 

Merek PI ses (L/enemsngwssngawa 

Jenis HT LI menwa (LO esneanyesnseanan 

Golongan Pengusaha Pabrik BI) neo (9 Pewinssmenesn 

Isi Kemasan Si) common (BO) eomma 

Berat/volume (per kemasan) Sp ewnewea (OLI mein 

HJE (per kemasan) Sh owonmewowesumssee (DD) pnnitnn anna 

HJE (per batang, Kan II Pesen (23): ewean 

mililiter, atau cartridge) 

Bahan Kemasan PI essen (2 Meonwuvsereganan 

Tujuan Pemasaran / Asal 0) —nsnpenmwweman OO ea 
  

Tampilan kemasan : 
  

  

  

  

  

              

e Sisi depan TN me mmennaa 00) mass 

# Sisi belakang 1 aa Da Il Tuwisassewnsngann 

e Sisi kiri 8 |. wwe (BB mmasa 

» Sisi kanan Aa, Ooh an, 

e Sisiatas OI aw (SO) 

e Sisi bawah Oo JJ... (Ol esis 

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor.......... Ola ini dapat dicabut dalam hal: 

a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan 

permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau: 

b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: 

desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain 

kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir 

lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang 

telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

 



KETIGA 
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d. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek 

yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil 

tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: atau 

e. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil 

tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan 

kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan 

barang kena cukai. 

Keputusan Kepala Kantor.....(l).... ini mulai berlaku pada 

sgm (32)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ..... (l)...ini disampaikan kepada: 

La kena (33) xasa 

LD. waw (33). 

Asli Keputusan Kepala Kantor ..... (1)...ini disampaikan kepada 

yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di ........ (34). 

pada tanggal.......... an 

KEPALA KANTOR.....(1)...., 

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) : 

Nomor (15) 

-59- 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau 

atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 

: Diisi nomor keputusan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nomor - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai 

yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara 

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil 

tembakau 

atau importir. 

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau 

berupa rokok elektrik dan HPTL Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau 

Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. 

Untuk hasil tembakau beruka sigaret, cerutu, rokok daun atau 

klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa 

Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris. 

: Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha 

pabrik 

hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

 



Nomor (16) 

Nomor (17) : 

Nomor (18) 

Nomor (19) : 

Nomor (20) : 

Nomor (21) : 

Nomor (22) : 

Nomor (23) 

Nomor (24) 

Nomor (25) 

Nomor (26) : 

- 60 - 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau 

mililiter, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 

600 / mililiter 

Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau 

untuk pemeriksaan laboratorium diisi “untuk pemeriksaan 

laboratorium”. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat. 

Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, 

CRT, KLB, dan TIS, misalnya: II. Tidak perlu diisi untuk importir 

dan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik 

dan HPTL. 

Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau cartridge dalam 

setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 

cartridge. 

Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang 

atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat 

dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas 

dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup, misalnya: 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi 

kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 

0,3 gram), ) 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter 

(apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter). 

Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400. 

: Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, 

misalnya: Rp 1.700/batang. 

: Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas. 

: Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, 

atau impor (khusus Importir). 

Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya: 

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN. 

- pada bagian tengah terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam. 

- pada bagian bawah terdapat tulisan “12 SIGARET KRETEK 

MESIN” warna hitam. 

- dan seterusnya. 
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Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya: 

Nomor (28) 

Nomor (29) 

Nomor (30) 

Nomor (31) 

Nomor (32) 

Nomor (33) 

Nomor (34) 

Nomor (36) 

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN. 

- pada bagian tengah terdapat tulisan “CAMPURAN TEMBAKAU 

MATANG .... dst” warna hitam. 

- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup 

disebutkan, tanpa dideskripsikan). 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya: 

- terdapat tulisan “PR. SEMUT-MALANG” warna hitam. 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya: 

- terdapat kode barcode 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya: 

- terdapat tulisan “SEMUT” warna hitam 

- dan seterusnya. 

: Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya: 

- terdapat tulisan “12” warna hitam 

- dan seterusnya. 

(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek 

hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk 

bahan baku) 

: Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 

11 Januari 2021. 

: Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah 

: Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

Nomor (35) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan 

penetapan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

 



Nomor (37) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang ' menandatangani 

keputusan. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
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LAMPIRAN X 5 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-16/BC/2021 

TENTANG 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG 

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

ATAS NAMA ...... (3)... 

KEPALA KANTOR ............ (Dewan 

Menimbang : a. bahwa ..... (3).... telah mengajukan Surat Permohonan 

Nomor ..... (Apa. tanggal yawea (S5)... untuk memperoleh 

penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf 'a dan berdasarkan ketentuan dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

sena (6)... ' perlu menetapkan Keputusan Kepala 

Kantor.....(l).... tentang Penetapan Penyesuaian Tarif 

Cukai Hasil Tembakau Atas Nama ...... (3).... NPPBKC 

sa (7) Di an B) | 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755), 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... piaransan (Ioi : 

 



Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

- 64. 

MEMUTUSKAN : 

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .... AD... TENTANG 

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

ATAS NAMA ....3).... DI .....(8).... 

Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk 

merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, 

HJE/kemasan, HJE per batang/gram/mililiter/cartridge dan 

tarif cukai yang tersebut pada lajur 8, lajur 9, lajur 10 dan 

lajur 11 menjadi yang tersebut pada lajur 12, lajur 13, lajur 14, 

dan lajur 15 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor 

Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk Menata 

penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan. 

Keputusan Kepala Kantor ...... Oh aa ini mulai berlaku pada 

ss (10)......., dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ...... (oa ini disampaikan 

Kepada: 

Lp pesen (kerena 

Asli Keputusan Kepala Kantor ...... Pl Jasa ini disampaikan 

kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Ditetapkan di.......... (2). 

pada tanggal............. UI. 

KEPALA. KANTOR erat ben an 3 
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Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) : 

Nomor (11) : 

Nomor (12) : 

Nomor (13) : 

Nomor (14) 

Nomor (15) : 

: B6 - 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Cukai Malang. 

: Diisi nomor keputusan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/ bulan /tahun). 

: Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif 

cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang 

Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau 

atau importir. 

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau 

berupa rokok elektrik dan HPTL Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau 

Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. 

Untuk hasil tembakau beruka sigaret, cerutu, rokok daun atau 

klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa 

Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris. 

Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 

29 Februari 2021. 

Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah 

Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan 

penetapan (tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi dengan nama Kepala Kantor yang : menandatangani 

keputusan. 

Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan.



Nomor (16) : 

Nomor (17) : 

Nomor (18) 

Nomor (19) 

Nomor (20) 

Nomor (21) 

Nomor (22) 

Nomor (23) 

Nomor (24) 

Nomor (25) 

Nomor (26) 

Nomor (27) 

Nomor (28) 

: Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau 

: Diisi tarif cukai 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau 

S7 3 

Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

Diisi nomor urut. 

: Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam 

Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat. 

: Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau cartridge dalam 

setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 

mililiter, atau 2 cartridge. 

: Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang 

atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat 

dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas 

dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau 

berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup, misalnya: 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi 

kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 

0,3 gram), ) 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter 

(apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter). 

terakhir 

masih berlaku, KEP- yang dimiliki dan 

2599/WBC.11/KPP.MC.10/2021. 

misalnya: 

: Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir 

yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021. 

(lama) dan 

untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

: Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki 

dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600. 

: Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge 

berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang 

dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang. 

dalam 

atau mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai 

yang terakhir 

misalnya:Rp 100/batang. 

satuan rupiah per batang, gram, 

yang dimiliki dan masih berlaku (lama), 

(disesuaikan) 

 



Nomor (29) : 

Nomor (30) : 

Nomor (31) : 

-G8 5 

dan untuk importir atau pengusaha pabrik rokok elektrik atau 

HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

Diisi harga jual i eceran per kemasan yang 

dimohonkan 

disesuaikan, misalnya: Rp 9.750. 

Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge 

yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang. 

Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang 

dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

    
2 . . 

Vahjudi £ 
MA 

u.b. 

Kepala Bagian Umum 

  

       



Menimbang 

Mengingat 

- 69 - 

LAMPIRAN XI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2021 
TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

ATAS NAMA .... (3)... 

KEPALA. KANTOR. Loco woman (J Jess 1 

a. bahwa berdasarkan Pasal ..... (26)...oco Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor ..... (26)....., masing-masing tarif cukai 

Li 

Di 

atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali 

tarif cukainya, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (4)...., perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Kantor busa (l).... tentang 

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama 

srang Pori MPPBKE vovnf peres menwa Openmeneoarg 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 S5), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

 



PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

2 Fo 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

MEMUTUSKAN : 

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ..... (1)... TENTANG 

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA 

sisi (3)... DI .....(6).... 

Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang 

tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 9 menjadi 

yang tersebut pada lajur 13, dan menetapkan golongan 

pengusaha pabrik hasil tembakau pada lajur 10 dalam 

Lampiran Keputusan Kepala 

Be bana (Nemu ini. 

Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan 

penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan. 

: Keputusan Kepala Kantor ...... (Dinas ini mulai berlaku pada 

tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian 

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ...... Moves ini disampaikan 

Kepada: | 

Bs saban (Afrmowia 

Di mesen (janam 

Asli Keputusan Kepala Kantor ...... El fenasirs ini disampaikan 

kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Ditetapkan di........... NA apa 

pada tanggal............. (Soma 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN 
KEPALA 

KANTOR......(l)....... 

NOMOR 
......(2)-..... 

TENTANG 

PENETAPAN 
TARIF 

CUKAI 
HASIL 

TEMBAKAU 
ATAS 

NAMA 
sn. (Binaaau. 

NPPBKC 
......(S).-..... 

DL 
sn. MO)a.. 
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|
 

massa (14)... 
45). 

| 
..(16).. 

(17). 
..(18).. 

.(19).. 
..(20).. 

.(21).. 
| 

..(22).. 
.(23).. 

..(24).. 
.(25).. 

Ditetapkan 
di.............. (
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pada 
tanggal............... 

O
a
 

Kepala 
Kantor 
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Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) : 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

: 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau 

atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 

: Diisi nomor keputusan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil 

tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara 

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau 

atau importir. 

: Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah 

: Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

: Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan 

penetapan (tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani 

keputusan. 

: Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor urut. 

: Diisi nama merek hasil tembakau. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT, Rokok Elektrik Cair 

Sistem Terbuka, 

: Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau cartridge dalam 

setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 

mililiter, atau 2 cartridge. 

: Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang 

atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat 

dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas 

dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau 

 



Nomor (18) 

Nomor (19) : 

Nomor (20) : 

Nomor (21) : 

Nomor (22) : 

Nomor (23) 

Nomor (24) : 

cartridge: 

Nomor (25) : 

Nomor (26) : 

as bah a 

berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup, misalnya: i 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi 

kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 

“0,3 gram), 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem 

Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter 

(apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter). 

:Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang 

terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 

Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.0O1/2021. 

Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir 

yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2021. 

Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki 

dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 7.800. 

Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp 

205/batang. 

Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau 

(disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir 

tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I. 

: Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800. 

Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau 

- Untuk jenis Sigaret, CRT, KLB, TIS, Rokok Elektrik Cair 

Sistem Terbuka, Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dan 

HPTL dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 11) dengan isi 

(lajur 4), misalnya: Rp 650/batang. (Rp 7.800 / 12 btg - Rp 

650/batang). 

- Untuk jenis Rokok Elektrik Padat dari pembagian 

HJE/kemasan (lajur 11) dengan berat/volume per kemasan 

(lajur 5), misalnya: Rp 2000/gram (Rp 12.000 / 6 gram - 

2000/gram. 

Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau 

mililiter yang baru, misalnya: Rp 220/batang. 

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau 

 



2 Yuks 

berupa rokok elektrik dan HPTL, rujukan pasalnya adalah Pasal 

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan 

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau 

beruka sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau 

iris, rujukan pasalnya adalah Pasal 16 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil 

Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan 

Tembakau iris. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

Ob: 

Kepala Bagian Umum 
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LAMPIRAN XII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-16/BC/2021 
TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR erenecaoc. (Op rencana. 

TENTANG 

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 

ATAS NAMA ...... (2) woex 

KEPALA KANTOR .......i..... (Donnnananananaa, 

Menimbang : a. bahwa. ..... Bea telah mengajukan surat nomor ..... (LM)... 

tanggal ..... (5).... hal Permohonan Pencabutan Penetapan 

Tarif Cukai Hasil Tembakau: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..... (6).... tentang 

Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(l).... tentang 

Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas 

Nama...... (BS). NPPBKC gus (Yin i wewe (eh ma : 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755), 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............. (9) 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

 



an HN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ..... (1)... 'TENTANG 

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(l).... 

NOMOR .....(10)..... TANGGAL .....(11)..... TENTANG ....(12).... 

ATAS NAMA ....3).... DI... (8) 

PERTAMA Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama 

Nama Pengusaha Pabrik/Importir"”) : seo. (13 ema 

Alamat Pengusaha Pabrik/Importir”) : Lo. (1 Alice 

“Nama Pabrik/Importe) 5 ocowomowowoxex PO anna 

Nomor NPPBKE 2 swesavewoss EL Ef nesasusen 

Nomer NPWP. - OI mes (Loji. 

Bemer "KEP oo 5. oeme0nyewensan Pa aa 

Alamat Pabrik/Importir”), 5 sense (Sora 

dengan rincian merek sebagai berikut: 

  

Tarif cukai......... 9... 
  

  

  

  

  

  

  

  

          

Merek ”——————————————————————— TE) oo menanoesenosnseswes (2 Oa 

JeusaT oo Iso meses (On oa 

Golongan Penata Pabrik ”—— Ji fo nnamemaeaa BA gen 

IsKemasan oo. If memeaan (23 owmesnaws 

Berat/ volume (perikemasan). kilo mooocooooo.oocomm PA omeossanbaa 

NJEfperkemasan) II oo seen DO... 

HJE (per batang, gram, mililiter, |: | sec (BO basa 

atau cartridge) 

Bahan Kemasan” Talo—— mecowewevawass (27 jeweeneswwsngann 

Tujuan Pemasaran / Asal | | nnananananananannaan  .. 
    
KEDUA : 

KETIGA : 

Dengan adanya pencabutan penetapan. tarif cukai hasil 

tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, 

Nornor' sis CL Ojina1a atas nama ...... Sa 

tidak berlaku, 

Keputusan Kepala Kantor ...... (lose Ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

 



- TP 2 

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya, 

Salinan Keputusan Kepala Kantor ...... (loononas ini disampaikan 

Kepada: 

Asli Keputusan Kepala Kantor ...... (ajowess ini disampaikan 

kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Ditetapkan di......... BO).coo 

Pada tanggal............. Sha 

 



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 

Nomor (15) 

Nomor (16) 

Nomor (17) 

au 

PETUNJUK PENGISIAN 

: Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau 

importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Cukai Malang. 

: Diisi nomor keputusan. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nomor surat permohonan. 

: Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang 

mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, 

misalnya: PER-16/BC/2016 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau 

importir. 

: Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai 

tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok 

elektrik dan  HPTL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa 

Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil 

tembakau beruka sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan 

tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa 

Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris. 

: Diisi nomor KEP yang akan dicabut. 

: Diisi tanggal KEP yang akan dicabut. 

: Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: “Penetapan 

Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau” 

: Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. 

: Diisi sesuai dengan nomor NPWP. 

: Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil 

tembakau atau importir mempunyai nomor PKP. 

 



Nomor (18) : 

Nomor (19) 

Nomor (20) : 

Nomor (21) 

Nomor (22) 

Nomor (23) : 

Nomor (24) 

Nomor (25) 

Nomor (26) 

Nomor (27) 

Nomor (28) 

Nomor (29) 

Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir. 

: Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, 

misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 600/mililiter 

Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau 

laboratorium diisi untuk pemeriksaan “untuk pemeriksaan 

laboratorium”. 

: Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat. 

: Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, 

KLB, dan TIS, misalnya: II. Tidak perlu diisi untuk importir dan 

pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL. 

Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau cartridge dalam 

setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, 

atau 2 cartridge. 

: Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau 

kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam 

cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan 

sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik 

Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya: 

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi 

kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per-batangnya 0,3 

gram), 

- untuk Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 

cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 

mililiter). 

: Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400. 

: Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, 

misalnya: Rp 1.700/batang. 

: Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas. 

: Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, atau 

impor (khusus Importir). 

: Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya: 

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 

2. Kepala Kantor Wilayah | 

 



Nomor (30) 

Nomor (31) 

Nomor (32) 

Nomor (33) 

2 

: Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan. 

: Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan 

(tanggal/ bulan/tahun). 

: Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan. 

: Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan. 
  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

ASKOLANI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

.b. 

Kepala Bagian Umum 

 


